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ABSTRAK

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan
Kerja juga mengatur mengenal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak
ada perubahan dan 3 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaa un erja_ tidak _te gkerja/buruh dengan

pengusaha_di asarka 3% &hhﬂ‘h‘ﬁ a *é ,- (PKWT).

asal 1 angka 1
AEN/V1/2004

tertentu ata
Keputusan !
tentang < s C1d inaan rerjanjia dKtu. 1

disebut Kepmen 100/2004). J perjanjian  kerja untu aktu tertentu

elitian Hukum

dalah Pertama,
a Perjanjian Kerja
njau Dari Peraturan

k ) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Ak]bat Dari Pandemi Covid-19 ‘yaitu Force ajeure secara sah dapat dijadikan
alasan oleh para pelaku usaha untuk melakukan PHK kepada pekerjanya. Hal ini
sebagaimana disebut dalam Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu : “Pengusaha dapat melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan
perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau
keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas
uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang
penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3).

Kata Kunci: Perjanjian, Tenaga Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Pandemi.
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ABSTRACT

Government Regulation No. 35 of 2021 concerning Certain Time Work
Agreements, QOutsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of
Employment Relations also stipulates that there are no changes to the provisions
of Law no. 13 of 20 ncernmg Manpowe precarious employment

for a certai ) is a work
] a working

s (Article 1

point 1 n No. KEP

agreement a cert me me ¢ 2 ent "od of time is
determined whick ked to the lengtl rking nship between the

Thi.
Normative L
where resear
to the activi;
concrete res
analytical.

The ¢
First, Legal
Agreements I
Regulation Nu
canceled due
Covid-19. The
employers in te

group'of Sociological-

: r’T’ jon techniques,
search to be close
ods in order to
h is descriptive

&xﬁt‘i“ i

SRS 1

d rom Government
oreements can be

3, &
.S

03 NN

&

>

]

S

U

3

Q

S

namely Force Majeure, can lega e used as an excuse by business actors to lay
off their workers. This is as stated in Article 164 Paragraph (1) of Law No. 13 of
2003 concerning Manpower, namely: "Entrepreneurs can terminate the
employment relationship of workers/laborers because the company is closed due
to the company experiencing continuous losses for 2 (two) years. , or force
majeure, provided that the worker/ laborer is entitled to severance pay of 1 (one)
time as stipulated in Article 156 paragraph (2), the service period award is 1
(one) time as stipulated in Article 156 paragraph (3) and replacement of rights in
accordance with the provisions of Article 156 paragraph (4).

Keywords: Agreements, Labor, Termination, Pandemic.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

ini menjadi
irus Disease
zation (WHO)

kit yang wajib

pekerja banyak mengalami pembatalan perjanjian kerja yang dilakukan
sepihak oleh perusahaan. Padahal perjanjian kerja sudah ditetapkan oleh
perusahaan dan pekerja. Membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu
hubungan hukum. Yang dapat melakukan suatu hubungan hukum adalah
setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang atau badan hukum, yang

harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika yang membuat perjanjian adalah
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suatu badan hukum, badan hukum tersebut harus memenuhi syarat sebagai
badan hukum yang sah.'

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hubungan

antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu
perjanjian dimana pihak buruh mengikatkan dirinya pada pihak majikan

untuk bekerja mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya

! Raharjo, Handri, Hukum Perusahaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, him. 21.
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untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah. Unsur-unsur
hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja.”
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1

angka 14 memberikan pengertian yakni “Perjanjian kerja adalah suatu

perjanjian antara ’ pemberi kerja yang

‘ ‘h“ﬁ‘\‘ .’e ’ . Macam-

1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dibuat dalam bahasa

Indonesia dan huruf Latin.

? Harianto, Aries, Hukum Ketenagakerjaan: Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian, LaksBang
PRESSmdo Yogyakarta, 2016, hlm. 13.
? Djumialdji, Perjanjian Kerja, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 41.
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2) Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dibuat untuk pekerjaan
yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan

selesai dalam waktu tertentu, yaitu:*

a) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

kerja untuk waktu tertentu tersebut berakhir tidak memberikan
maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang
bersangkutan;

6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu diadakan tidak

melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya

4 Ibid, him. 43.
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perjanjian kerja waktu tertentu yang lama. Pembaruan perjanjian
kerja untuk waktu tertentu ini diadakan lebih dari 1 (satu) kali

dan lebih dari 2 (dua) tahun.

Akibat terjadinya pandemi covid-19 ini menyebabkan terjadinya

g diatur dalam

ang dikeluarkan

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja juga mengatur mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) tidak ada perubahan dari ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Hubungan kerja tidak tetap antara
pekerja/buruh dengan pengusaha didasarkan pada perjanjian kerja untuk

waktu tertentu (PKWT). Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah
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perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan
hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang

bersifat sementara (Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi No. KEP 100/MEN/V1/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan

dibuat maksimal untuk 5 (lima) tahun, dengan ketentuan bahwa waktu
tersebut sudah termasuk masa perpanjangan. Selain itu pemerintah juga

menghapus ketentuan masa 30 (tiga puluh) hari jeda dalam perpanjangan

’ Lidia Febrianti, Syafrinaldi, Efendi Ibnususilo, Thamrin S, Sistem Pengupahan Bagi Pekerja
Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal llmiah Indonesia, Vol. 6, Special Issue No. 1, November
2021.

¢ Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja



PKWT yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003.
Perubahan atas pembatasan waktu PKWT ini diharapkan dapat

memberikan kemudahan bagi para pihak dalam implementasi PKWT

kedepannya.

di bidang

=) .
2 kerja sejak
"g aring belum
W .
v tertulis ke
=
:‘ % ) ling 1 7
E g kota paling lama
; 2
= )
= =
g E ngan diadakan
3 E N
- mpensasi kepada
ﬂ
? z npensasi ini diberikan
]
:ET g perpanjangan, dan
E e membayarkan uang
E an waktu PKWT berakhir. Perlu
=
=

dicatat bahwa hak untuk mendapatkan uang kompensasi ini tidak berlaku
bagi pekerja tenaga kerja asing yang dipekerjakan dengan PKWT.
Adapun ketentuan penghitungan pembayaran hak kompensasi pekerja
PKWT adalah sebagai berikut: untuk pekerja yang telah menyelesaikan masa
kerja selama 1 (satu) tahun, maka hak kompensasi yang harus dibayarkan

oleh Pengusaha setara dengan 1 (satu) kali upah. Sedangkan mereka yang



nenyj wesy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

bekerja dibawah 1 (satu) tahun maka formula pembayaranan hak kompensasi
menggunakan pembayaran proporsional sebagai berikut: Masa Kerja (12) x 1
(satu) bulan upah. Kemudian besaran uang kompensasi pekerja pada usaha

mikro dan usaha kecil diberikan berdasarkan kesepakatan antara para pihak.

» tuan ANg ajiban pembayaran
\ N
‘.j‘ﬂ_,\‘ .g sanksi
) Tahun 2021
Kerja dan
nelalui aturan
1 aturan bila

dari ketentuan

bergantung dari masa kerja. Pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1
tahun mendapatkan 1 bulan upah. Sementara, pekerja dengan masa kerja 1
tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun mendapatkan 2 kali upah. Jumlah
upah tersebut bertambah 1 bulan setiap masa kerja lebih lama 1 tahun.

Adapun, batas maksimumnya ialah masa kerja 8 tahun atau lebih memperoleh

7 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih

Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
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9 bulan upah. Selanjutnya, ketentuan pesangon setengah dari Pasal 40 ayat (2)
berlaku bagi pekerja/buruh yang terkena PHK karena pengambilalihan
perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja. Kondisi

ini terjadi bila pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja

Jengan besaran

PHK karena

uang penghargaan dan uang penggantian hak.’
Maka dari itu terdapat persoalan mengenai perjanjian kerja waktu
tertentu dan persoalan pemutusan hubungan kerja, penting bagi peneliti untuk

menyelesaikan persoalan tersebut agar peneilitan ini berdampak baik bagi

¥ Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih

Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

? Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih

Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.



para akademisi maupun parah pihak yang membutuhkan referensi terkait
persoalan tersebut, peneliti mengangkan judul penelitian ini dengan judul

“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU

TERTENTU YANG DIAKIBATKAN OLEH PANDEMI COVID-19
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2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa atas batalnya perjanjian
kerja waktu tertentu akibat dari pandemic Covid-19.
Sejalan dengan tujuan penelitian, sebagaimana disebutkan, maka

peneliti berharap bahwa studi ini bermanfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:
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1. Manfaat teoritis
a. Pemberian ide dan referensi pengembangan masyarakat dan hukum,
khususnya di bidang Hukum Perdata.

b. Untuk memperkembang ilmu dan wawasan terhadap hukum yang

tharap bisa langsung

< Vet '»,

kepastian hukum dapat terwujud. Sehubungan dengan perjanjian Pasal
1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”."’

' Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 51.
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Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa
seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji

melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan. Abdul

Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata

suatu perjanjian dimana pihak yang satu, pekerja, mengikatkan diri untuk
bekerja pada pihak yang lain, pemberi kerja, selama suatu waktu tertentu,
dengan menerima upah. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja

' Kadir, Abdul, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, him. 74.
2 Sembiring, Sentosa, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, CV.
Nuansa Aulia, Bandung, 2005, hlm. 32.
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adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi
kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak."
3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Pada dasarnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) diatur

ian kerja waktu
bagi mereka

ak akan dibatasi

Untuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebagaimana diatur
dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan hanya didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu
pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat

tetap. Selain itu perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat

13 Ibid, him. 33.
' Ibid, him. 34.
15 Ibid, hlm. 35.
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untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang
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ng dipakai secara

fAGRAL

nery we[sy sejsIdAmu ) ueeyeisndiag
DAL disay yepepe un uamnjo(

Waktu Tertentu Yang Diakibatkan Oleh Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari PP
Nomor 35 Tahun 2021, dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :
1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."”

1 Silalahi, Metode Penelitian Sosial, Jakarta, 2009, hlm. 41.
'7 Subekti, Op. Cit, hlm. 52.
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2. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu,
pekerja, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain,

pemberi kerja, selama suatu waktu tertentu, dengan menerima

upah. '

untuk memberikan

F. Metode

Jenis Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian Penelitian Hukum
Sosiologis-Normatif (metode campuran)’', yaitu merupakan teknik

pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara

'* Sembiring, Op.Cit, him. 33.
' Sembiring, Op.Cit, hlm. 35.
* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.
*' Admiral, dkk, Buku Pandun Penyelesaian Tugas Akhir, Pekanbaru, Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau, 2021, hlm. 7.
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langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang
dilakukan kemudian dianalisa menggunakan metode kepustakaan demi
mengkonkritkan penelitian. Sementara itu ditinjau dari sifatnya, penelitian

ini bersifat deskriptif analitis.*?

-
y een
L4

124
am
.
‘f a
usl Sar
A,
g

menentukan sampel, yang mana sampel itu adalah himpunan bagian atau
sebagian dari populasi,24 yang dianggap dapat mewakili keseluruhan
populasi terkhusus Bagian Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Yaitu

sebagai berikut:

2
Ibid.
4 Sunggono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeeta, Jakarta, 2010,
hlm. 42.
* Ibid, hlm. 119.
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Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No Kriteria Populasi | Sampel Persentase

(orang) (orang)

1 Kepala Sub gian Umum Dinas 100%
S
2 si I 100%
Bl
o
3 ; ; : 100%
A
F
4 | Pl d0u 7%
[ 4
Sumber: Dq ‘0
4. Data : ‘

-
Y A
N
=
=]
g
5

~
5
o
(9]
®
B
(¢}
g

Pihak yang bersengketa

b. Data Sekunder
Yaitu data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan. Penelitian
literatur dilakukan dengan materi hukum dalam bentuk:
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
seperti, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang 13

tahun 2003 Tentang Keenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah No.

17
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35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.”
2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang dapat membantu

menjelaskan materi hukum yang paling penting, seperti hasil

pewawancara atau erviewer dan nberi informasi disebut dengan

informan.

. Kuesioner

Kuesioner, yakni alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara
peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada

responden atau sampel.”’

% Ibid.

18
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¢. Studi Pustaka
Studi pustaka dilakukan pada dokumen-dokumen yang berhubungan
dengan subjek penelitian untuk menganalisis masalah secara terperinci.

6. Analisis Data

i ini yaitu, dengan

| ““ .ea‘ alah metode

dimulai dengan

impulan dalam

%6 Sedarmayanti, Metodologi Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, him. 12.
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BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

perjanjian

1 mana satu

perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti
menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang
berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu

hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan (Subekti, 2000, p. 2). Abdul
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Kadir merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai
berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan
dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan

suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Kadir, 2016, p. 78).

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya
suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun
yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas
penawaran tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat

terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi

21
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secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol
tertentu, atau diam-diam (Ahmadi, 2015, p. 4).
2. Asas-Asas Dalam Perjanjian

a. Asas Iktikad baik dan kepatutan

' dilaksanakan dengan
S U pnmentt 'g¢ b
P . tuk segala
kepatutan,
pelaksanaan
perjanjian itu

perjanjian adalah

n (Pasal 1339)
tusan tanggal 11

setelah menguji

QQ deng etertiban umum dan
kesusilaan. Lebih p . agi Pasa 8 ayat 3 dan Pasal 1339 sebagai
alat pengontrol apakah itikad baik dan kepatutan dipenuhi atau tidak
dalam soal nasihat mengikat (binded advises) yaitu menyerahkan suatu
perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada suatu perwasitan
(Arbitrage) dan soal putusan pihak (Partij Beslissing) yaitu menyerahkan
suatu perselisihan yang timbul dari pihakpihak kepada salah satu pihak

yang telah dituangkan dalam perjanjian, juga dalam hal adanya

2
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perubahan anggaras dasar dari suatu badan hukum yaitu apakah karena
perubahan itu terdapat pelaksanaan yang patut daripada perjanjian
pendirian badan hukum.

Iktikad baik dan kepatutan dapat pula merubah atau melengkapi

gontrak. Hal ini
ka. Artinya, ada
ndang kepada
saja. Hal yang
ntangan dengan
har, 2017, p. 19).

menurut hukum

2) Kebebasan untuk memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian;

3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang
akan dibuat;

4) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;

5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

23
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c. Asas Konsensualisme
Asas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah

dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya

sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam

untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan
diri pada perjanjian yang dimaksud.
d. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian
hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt

servanda menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus
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menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak,
sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh

melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para

pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338

dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat
dipaksakan penataanya. Asas hukum ini juga menyatakan bahwa suatu
perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat
untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, dianggap sudah terberi dan

tidak pernah dipertanyakan kembali (Herlien, 2012, p. 91).
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e. Asas Keseimbangan
Kata keseimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

berarti keadaan seimbang (seimbang-sama berat, setimbang, sebanding,

setimpat). Dalam hubunganya dengan perjanjian, secara umum asas

esensial dalam suatu kontrak. Penekanan tentang unsur yang esensial
tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam
suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai

berikut: (Ahmadi Miru, 2016, p. 31-32).
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a. Unsur Esensialia
Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian

karena tanpa adanaya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak

ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada

jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai
membayar hutangnya, dikenakan denda dua persen perbulan
keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan
berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh

kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainya
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yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan
unsur essensial dalam kontrak tersebut.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata: (Gamal,

keempat, yaitu penyalahgunaan keadaan/Undue Influence (tidak
terdapat dalam KUHPerdata).
b. Kecakapan Bertindak
Perkataan orang (persoon) di dalam dunia hukum berarti pendukung hak
dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Meskipun setiap subjek

hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan
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hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan
kewenangan hukum. Yang dimaksud dengan orang yang cakap secara

hukum, yaitu:

1) Orang dewasa (masing-masing aturan berbeda-beda);

umum, dan kesusilaan.
5. Jenis Perjanjian
Setelah diulas mengenai asas-asas hukum perjanjian sebagai salah satu
landasan pembentukan suatu perjanjian, maka kita akan mengenal lebih
mendalam beberapa jenis perjanjian secara empiris, seperti: Perjanjian

Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak, Perjanjian Bernama dan Perjanjian
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Tidak Bernama, Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan, Perjanjian
Real dan Perjanjian Konsensual. Untuk itu, kita akan membahas jenis-jenis
perjanjian, sebagai berikut: (Ronal, 2016, p. 139- 140)

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

jual dan berhak

berkewajiban

perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan,
pengangkutan, melakukan pekerjaan, dan sebagainya, Sedangkan
perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak tidak diatur secara
khusus dalam KUH Perdata tetapi timbul dan berkembang di masyarakat
berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak menurut Pasal 1338 KUH

Perdata.
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c. Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan
Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang baru menimbulkan hak dan

kewajiban, tetapi belum adanya unsur penyerahan. Sedangkan perjanjian

kebendaan adalah perjanjian yang memindahkan hak kebendaanya,

perjanjian yang objeknya benda tertentu, seketika juga terjadi persetujuan
serentak, saat itu terjadi peralihan hak yang disebut kontan atau tunai.
Contoh dari Perjanjian riil dalam Pasal 1741 KUH Perdata misalnya
Perjanjian penitipan barang dan Contoh dari Perjanjian konsensual,
misalnya perjanjian jual-beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata terjadi

sepakat mengenai barang dan harganya.
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6. Pelaksanaan Perjanjian
Pelaksanaan Perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau
memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-

pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan

perjanjian de itikad baik sesuz ngan persetujuan yang

1 ae
B ‘hm\\\ “
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3

dilakukan oleh kedua belah™ pihak, bisa jual-beli, utangpiutang,
sewamenyewa, dan lain-lain (Salim, 2011, p. 163).
Dalam Pasal 1381 KUH Perdata dinyatakan bahwa hapusnya

perjanjian atau perikatan, dapat dilaksanakan dengan : (Salim, 2011, p. 163)
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a) Pembayaran;
b) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau

penitipan;

¢) Pembaharuan Hutang;

Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1
angka 14 memberikan pengertian bahwa perjanjian kerja adalah suatu
perjanjian antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yan
memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.

Selain pengertian tersebut di atas, beberapa pengertian perjanjian

kerja yang diungkapkan oleh para sarjana antara lain:

33



nenyj wesy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

a. Imam Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu
perjanjian kerja dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk

bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan

majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan

dasar kesepakatan pengusaha dengan pekerja buruh. Unsur-unsur yang ada
dalam pengertian pekerja/buruh adalah; (1) bekerja pada orang lain, (2)

dibawah perintah orang lain, (3) mendapat upah.

. Syarat-Syarat Kontrak Kerja

Suatu perjanjian kerja yang berdasarkan pada ketentuan dalam

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat
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dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian Pasal
52 ayat (1) menentukan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar:
a. Kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatan bagi

pihak-pihak yang

a wal-hal yang

4@.‘.“%\ “!.‘ ‘!‘“ .Q

N3y

;

g

Jndang-Undang
18 tahun bagi
rja. Lebih lanjut

memberikan

nental dan sosial. Selain itu
seseorang dikatakan cakap membuat perjanjian jika orang tersebut tidak
terganggu jiwanya/waras.
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dalam istilah Pasal 1320 KUH

Perdata adalah hal tertentu. Pekerjaan yang diperjanjikan adalah objek

35



nenyj wesy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

dari perjanjian antara pekerja dengan pengusaha, yang akibat hukumnya
melahirkan hak dan kewajibanpara pihak.
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban

umum, kesusilaan, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

naga kerja guna

en akan suatu

Tenaga Kerja PKWT merupakan tenaga kerja yang dipekerjakan
dengan Perjanjian Waktu Tertentu atau masyarakat lebih mengenal dengan
pembagian waktu (shift). Pembagian waktu tenaga kerja tergantung pada
suatu perusahaan beberapa perusahaan yang penulis jumpai tenaga kerja
PKWT biasa dipekerjakan 6 sampai 8 jam perhari, terdiri dari shift pagi,

siang dan malam dan tentu saja setiap bulannya akan mendapat pertukaran
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waktu kerja. Dapat disimpulkan tenaga kerja PKWT tidak hanya bekerja
dalam satu shift saja melainkan seluruhnya.
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT bukan merupakan bentuk

sistem perjanjian kontrak kerja baru, dalam hal ini PKWT memiliki arti

Pada dasarnya Perjanjian Waktu Tertentu dibuat dan diatur untuk
melindungi tenaga kerja waktu tertentu sebagai dasar pengangkatan tenaga
kerja melalui perjanjian PKWT. Tenaga kerja dengan perjanjian kerja
PKWT hanya diperkerjakan dalam waktu tertentu saja, perjanjian kerja
merupakan sesuatu yang harus dipenuhi baik pekerja/buruh maupun

perusahaan. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibatasi oleh waktu tergantung

<)
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perusahaan yang menaungi relatifnya perusahaan mengambil batasan waktu
6 sampai 8 jam per-harinya, perlu diketahui PKWT tidak memiliki masa
percobaan seperti PKWTT apabila terjadi masa percobaan maka batal demi

hukum.

dan Transmigrasi No.

LTSN ",

RALS

o
 wal
o
o
Menur
| P

Y
\ ¥

Q@.

harus memberitahukat

waktu tertentu (PKWT) secara tertulis kepada pekerja/burh yang
bersangkutan, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT) berakhir.

Apabila pengusaha atau perusahaan tidak memberitahukan
perpanjangan masa kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tersebut

dalam waktu kurang dari 7 (tujuh) hari atau 7 (hari) akan hal tersebut
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perjanjian kerjanya batal demi hukum dan menjadi Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu (PKWTT), yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang
Nomor 13 tahun 2003 pasal 59 ayat 5. Hal tersebut juga telah ditegaskan

dalam pasal 3 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

dan kewajiban pengusaha.
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dibagi menjadi dua macam:
a. PKWT berdasarkan Jangka Waktu
Perjanjian kerja waktu tertentu PKWT memilki jangka waktu tertentu

dipekerjakan, misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun untuk mengerjakan
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atau menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati. Hubungan kerja
akan berakhir jika masa kontrak kerja sudah terpenuhi. Sesuai peraturan,

jangka waktu maksimum perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah

2 tahun dan dapat diperpanjang hanya dalam waktu 1 tahun.

berakhirnya kontrak.
2) Pekerja PKWT untuk Pekerjaan Musiman

Perusahaan dapat merekrut pekerja/buruh perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT) untuk pekerjaan musiman yang hanya dapat
dilakukan pada waktu tertentu dan untuk satu jenis pekerjaan, yang

umumnya terkait cuaca (musim) atau momen tahunan. Pekerjaan
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untuk memenuhi pesanan atau target produksi—hanya dalam waktu
tertentu dan tidak terus-menerus dan dapat dimasukkan dalam
pekerjaan musiman.

3) Pekerja PKWT untuk Pekerjaan yang Berkaitan dengan Produk Baru

PKWT
1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menurut Pasal 1 ayat 25
UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja
karena suatu hal tertentuyang mengakibatkan berakhirnya hak dan

kewajiban antara buruh/pekerja dan pengusaha. Mengenai perselisihan

41



nery we[sy sejsIdAmu ) ueeyeisndiag

DI disay yepepe jup udwnyo(q

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sendiri secara khusus juga diatur dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (PPHI).

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

PPHI terseb , ‘ 4 tentang pemutusan
‘ ‘ ‘}E\‘ .&;. or 22 Tahun

dinyatakan tidak

dalam keadaan yang sama dengan sebelumnya

4) Penyederhanaan yang berarti pengurangan pekerja dalam jumlah besar
dalam perusahaan.
b. Alasan tentang diri pribadi pekerja yang bersangkutan
1) Tidak memiliki kemampuan kerja dan prestasi yang memadai selaras

dengan target yang telah ditentukan
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2) Tidak memiliki tingkah laku yang baik antara lain yaitu tidak jujur,
kurang mempunyai rasa tanggung jawab, sering mangkir tanpa alasan
dan lain-lain

3) Tidak memiliki kekuatan jasmani yang sepadan dengan beratnya tugas
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2003 menyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha
dengan pekerja berdasarkan perjanjan kerja yang mempunyai unsur
pekerjaan, upah, dan perintah. Subjek hukum yang terkait dalam perjanjian
kerja pada dasarnya adalah pekerja dan pengusaha. Dewasa ini masalah
ketenagakerjaan sangat beragam karena kenyataan tentang hubungan kerja

antara pengusaha dengan pekerja tidak selalu berjalan dengan harmonis.
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Masalah ketenagakerjaan mengandung dimensi ekonomis, sosial
ketenagakerjaan, dan sosial politik. Oleh karena itu perlindungan hukum

terhadap pekerja dibagi menjadi 2 jenis yaitu perlindungan hukum preventif

dan perlindungan represif. Peristiwa pengakhiran hubungan kerja seringkali

selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan
pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau
untuk pekerja tertentu.

Latar belakang pemutusan hubungan kerja yang dialami pekerja
kontrak pada saat masa kontrak yang dilakukan oleh pengusaha dikarenakan

alasan pada diri pengusaha yang secara sepihak melakukan PHK tanpa
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alasan yang jelas meskipun pekerja konrak tersebut tidak melakukan
kesalahan apapun. PHK terkadang menjadi salah satu faktor yang digunakan

pengusaha, diantaranya adalah mencari-cari kesalahan para pekerja sehingga

dapat melakukan PHK padahal kesalahan tersebut hanya masalah sepele

b. Alasan tentang diri pribadi pekerja yang bersangkutan
1) Tidak memiliki kemampuan kerja dan prestasi yang memadai selaras
dengan target yang telah ditentukan
2) Tidak memiliki tingkah laku yang baik antara lain yaitu tidak jujur,
kurang mempunyai rasa tanggung jawab, sering mangkir tanpa alasan

dan lain-lain
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3) Tidak memiliki kekuatan jasmani yang sepadan dengan beratnya tugas
yang diemban
4) Meninggalnya pengusaha dan tidak ada ahli waris yang mampu

melanjutkan hubungan kerja dengan pekerja yang bersangkutan.

z

US

S AN ALN

.

1957 tentang Q %
berlaku lagi. Pasal 152 ‘ !u nmm ahun 2003 menyebutkan, PHK
yang dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (kontrak
kerja) untuk pertama kali tidak perlu mendapatkan persetujuan dari lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Berikut ini adalah beberapa ketentuan, yang apabila dilanggar
menyebabkan pekerja/buruh kontrak demi hukum berubah menjadi

pekerja/buruh tetap:
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. Pengusaha yang bermaksud

. Perjanjian kerja wajib dibuat secara tertulis serta harus menggunakan

bahasa Indonesia dan huruf latin (Pasal 57 UU No. 13 Tahun 2003);

. Tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan kerja (Pasal 58 UU

No. 13 Tahun 2003);

entu.k ibuat untuk pekerjaan
waAsYhy
- “

annya akan

memperpanjang perjanjian kerja waktu
tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja
waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis

kepada pekerja yang bersangkutan;

. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah

melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya
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a.

perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja
waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2
(dua) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003, apabila

SN T
|

Imbalan kerja (gaji, upah dan lainnya) sebagaimana yang telah

diperjanjikan bila ia telah melaksanakan kewajibannya.

. Fasilitas dan berbagai tunjangan atau dana bantuan yang menurut

perjanjian dan akan diberikan oleh majikan atau perusahaan kepadanya.

. Perlakuan yang baik atas dirinya melalui penghargaan dan penghormatan

yang layak, selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
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d. Perlakuan yang adil dan seimbang antara dirinya dan kawankawannya,
dalam tugas dan penghasilannya masing-masing dalam angka
perbandingan yang sehat.

e. Jaminan kehidupan yang wajar dan layak dari pihak majikan.

f. Jaminan atan ¢ pentingannya selama

Nl IS 'o.
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BAB II1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan Atas Batalnya Perjanjian

Kerja Waktu Terte iibat Dari ) Apabila Ditinjau
Q«ay

S LIS\ L '0.

g ni Covid-19,
"g penanganan
W
EF — Langkah
W
E g urces kepada
ot E yarakat yang
E E: k profesi yang
-
g 5 harian lepas,
a = dan masyarakat
= > g
& =

=
B
:T — gatur pekerja/buruh
E # -Undang No. 13 Tahun
E dangundang tersebut mengatur
=
=

segala bentuk aspek ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.
13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa tenaga kerja
adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan
barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun

untuk masyarakat.
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Salah satu perlindungan tenaga kerja yaitu mengenai hak dan
kewajiban pekerja/buruh dikarenakan terkadang perusahaan hanya
mementingkan kewajiban terkait pekerja/buruh tidak mementingkan hak dari

pekerja/buruh dengan jelas Undang-Undang ketenagakerjaan menjabarkan

antara lain:

=

4. engenai perlindungan, pengupal Jan kesejahteraan pada pasal

), 86 ayat (1), 90

No Persentase
1 | Disebutkan Denga 100%
2 | Tidak Disebutkan - =
Jumlah 11 100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan
Dari hasil tabel diatas responden yang dalam perjanjian kerja, jangka

waktu kerja disebutkan dengan jelas adalah 11 (100%) dan responden yang
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dalam perjanjian kerja, jangka waktu kerja tidak disebutkan dengan jelas
adalah tidak ada.
Disebutkan pula dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan bahwasanya pekerja/buruh dibagi menjadi dua yaitu

Perjanjian itentu (PK n Kerja Waktu Tidak

\ v"\ "Q \\A“‘% .»? s » PKWTT

a kegiatan usaha

dan pencegahan

Perubahan cara kerja terjadi, misalnya mengurangi jumlah pekerja dalam
waktu kerja tertentu. Ada yang menganggap kondisi pandemi Covid-19
sebagai suatu keadaan memaksa, sehingga mengakibatkan kerugian yang
menjadikan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak

karena alasan force majeur.
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Tabel 111.2

Tanggapan Responden Tentang Waktu Kerja

No Jumlah Responden Jumlah Responden Persentase
1 | Sesuai Pada Perjanjian Kerja 9 85%
2 | Diluar ] 15%
00%

Sum \\\{1‘% : SMMR@
il ta .

Sesuai Pada

Perjan lah 9 | erjanya Diluar
Pada P

t_?:%; l; ‘ah?_ idasari dengan
adanya ._.:ig _'b»-’ :-:if;ﬁ:_ ut memuat hak
dan kewaji ) i jib untuk dipenuhi,
terma; em ngusaha kepada
pekerja. KANB i tu hal yang tidak
dapat didu 3 e tup dan faktanya
keberadaan pandemi anaan dan pemenuhan

kewajiban dalam perjan

Setiap perjanjian dengan maksud bahwa setiap perjanjian yang telah
dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus dilaksanakan dengan
iktikad baik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian harus dilakukan
dengan iktikad baik. Seseorang yang beriktikad baik menaruh kepercayaan

sepenuhnya kepada pihak lain yang dianggap jujur dalam melakukan suatu
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prestasi pekerjaan. Perjanjian kerja merupakan salah satu turunan dari
perjanjian pada umumnya, dimana masing-masing perjanjian memiliki ciri

khusus yang membedakannya dengan perjanjian yang lain. Namun seluruh

jenis perjanjian memiliki ketentuan yang umum yang dimiliki secara

Selain itu masalah dalam penerapan perjanjian kerja kontrak terjadi akibat
dari kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh pengusaha, dimana
dalam penyusunan perjanjian kerja kontrak pengusaha kurang mengetahui
atau tidak memahami tentang isi dari peraturan-peraturan yang ada, ditambah

lagi dengan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki calon pekerja,
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sehingga dengan begitu saja para pekerja menandatangani perjanjian kerja
yang telah di buat oleh pengusaha.
Perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 56

ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya

IS, perjanjian
Tahun 2003
: Perjanjian
. Keputusan

ndonesia No

QQ : i . Sengketa yang muncul
dalam perjanjian terjads . ka salahysatu pihak tidak menjalankan suatu
prestasi atau kewajiban sesuai dengan yang disepakati atau adanya
perselisihan dan perbedaan pendapat mengenai makna-makna redaksional
yang tercantum dalam perjanjian.15 Permasalahan batalnya perjanjian kerja
waktu tertentu akibat dari pandemi Covidl9 termasuk untuk alasan
pemutusan hubungan kerja, Pasal 1 angka (25) Pemutusan hubungan kerja

adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang

3
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mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan

pengusaha.

Tabel I11.3

Tanggapan Responden Tentang Pemutusan Hubungan Kerja

kerja tersebut
an hubungan

tersebut tidak

Persentase

1 | Terus Merugi 11 77%

2 | Tidak Terdampak - -

Jumlah 11 100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan
Dari hasil tabel diatas responden yang menyatakan Kondisi

perusahaan yang terus menerus merugi akibat terkena dampak Covid-19
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adalah 11 (100%) dan responden dalam menyatakan Kondisi perusahaan yang
tidak terdampak Covid-19 adalah tidak ada.
Alasan pemutusan hubungan kerja dimasa-masa pandemi tentunya

beragam, namun tidak dapat dipungkiri juga banyak pengusaha yang

menfsirkan v

kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan
perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun,
atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh
berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)
uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat

(3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”
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Pandemi Covid-19 saat ini merupakan krisis yang sangat berat bagi
sektor usaha kecil menengah, namun pemerintah terus berupaya tetap
menjaga kerjasama yang baik dengan pelaku usaha untuk dapat melewati

krisis ini. Beberapa penyesuaian tentunya harus dilakukan dengan lebih baik

n protokol kesehatan

mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan (si
berutang atau debitur), yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya,
dari tanggung jawab untuk member ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau dari
tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

Konsep keadaan memaksa, overmacht, atau force majeure atau

keadaan memaksa ditemukan dalam Pasal 1244 dan 1245 KU Perdata. Pasal
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1244 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Jika ada alasan untuk itu si
berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak
membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat

dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak

berpiutang seandainya sudah diserahkan kepadanya. Sedangkan dalam Pasal
1444 (3) menyatakan bahwa yang berutang wajib membuktikan kejadian
tidak terduga yang diajukannya. Pasal 1445 KUH Perdata menyatakan bahwa
“barang yang terutang, di luar salahnya si berutang musnah, tidak dapat lagi
diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak

atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan
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memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang

mengutangkan kepadanya.”

Akibat Dari Pandemi Covid-19

. Penyelesaian Sengketa Atas Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

a pandemi tentunya

S Vaapanattl, é‘

No Jumlah Responden Jumlah Responden Persentase
1 | Mengalami PHK i 100%
2 | Tidak Mengalami PHK - -
Jumlah 11 100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan
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Dari hasil tabel diatas responden yang Mengalami PHK akibat terkena
dampak Covid-19 adalah 11 (100%) dan responden yang tidak mengalami
PHK akibat terdampak Covid-19 adalah Tidak Ada.

Force Majeure secara sah dapat dijadikan alasan oleh para pelaku

o i sebagaimana disebut
“mﬁ!“‘ .‘e 03 tentang
e ‘ hubungan
p  disebabkan
(dua) tahun,
pekerja/buruh
al 156 ayat (2)

Pasal 156 ayat

ayat (4).

yang harus diutamakan. Disamping itu, perlu adanya kerja sama dan sinergi
antar lintas sektoral, diantaranya kementerian dan lembaga-lembaga di pusat,
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pemerintah desa, terlebih lagi
sinergitas juga diperlukan pada tataran internal pelaku usaha.
Pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan atas batalnya perjanjian kerja

waktu tidak tertentu akibat dari pandemi Covid-19 termasuk dalam peristiwa
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force majeure atau keadaan memaksa yang dialami oleh pemberi kerja untuk
mempertahankan perusahaan.
Istilah “keadaan memaksa”, yang berasal dari istilah overmacht atau

force majeure, dalam kaitannya dengan suatu perikatan atau kontrak tidak

ng, tetapi disimpulkan

e '9;-,

ewajibannya,

ga, dan/atau dari

Persentase
1 55%
2 45%
100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapang
Dari hasil tabel diatas responden yang Mendapatkan Hak Dari
Perusahaan Ketika Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja adalah 6 (55%)
dan responden yang tidak yang Mendapatkan Hak Dari Perusahaan Ketika

Dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja adalah 5 (45%).
Konsep keadaan memaksa, overmacht, atau force majeure atau

keadaan memaksa ditemukan dalam Pasal 1244 dan 1245 KU Perdata. Pasal
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1244 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Jika ada alasan untuk itu si
berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak
membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat

dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak

' digantinya,

atu keadaan

ang maka hapuslah

yang berutang

berpiutang seandainya sudah diserahkan kepadanya. Sedangkan dalam Pasal
1444 (3) menyatakan bahwa yang berutang wajib membuktikan kejadian
tidak terduga yang diajukannya. Pasal 1445 KUH Perdata menyatakan bahwa
“barang yang terutang, di luar salahnya si berutang musnah, tidak dapat lagi
diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak

atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan
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memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang
mengutangkan kepadanya.”

Unsur-unsur keadaan memaksa menurut Soemadipadja meliputi

adanya peristiwa tidak terduga, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada

memaksa telah ditetapkan sebagai alasan hukum yang membebaskan debitur
dari kewajiban melaksanakan pemenuhan (nakoming) dang anti rugi
(schadevergoeding) sekalipun debitur telah melakukan perbuatan yang
melanggar hukum/onrechtmatig. Itulah sebabnya keadaan memaksa disebut
sebagai dasar hukum yang membenarkan atau rechtvaardigings-grond. Ada

dua hal yang menjadi akibat overmacht, yaitu sebagai berikut:
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1. Membebaskan debitur dari membayar ganti rugi (schadevergoeding). Hak
kreditur untuk menuntut gugur untuk selama-lamanya. Jadi, pembebasan
ganti rugi sebagai akibat keadaan memaksa adalah pembebasan mutlak;

2. Membebaskan debitur dari kewajiban melakukan pemenuhan prestasi

bersifat relatif.

#‘ ma keadaan

g}; pemenuhan

A8 g s

ahwa pengusaha

ekerja/buruh karena

kerugian secara

terus menerus selama dua tahun, atau keadaan memaksa (force majeure).
Klausul “dap ' an pilihan kepada
perusahaan an hubungan kerja,

Tanggapan Responden Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
setelah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja

No Jumlah Responden Jumlah Responden Persentase
1 | Ditawarkan 6 55%
2 | Tidak Ditawarkan 5 45%
Jumlah 11 100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan
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Dari hasil tabel diatas responden yang Mendapatkan Penawaran
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu setelah dilakukan Pemutusan Hubungan
Kerja adalah 6 (55%) dan responden yang tidak Mendapatkan Penawaran

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu setelah dilakukan Pemutusan Hubungan

(65%) dan tespor v \baik Perusahaan Dalam

Pemenuhan

Tanggapan Responden g Mendapatkan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu Pada Saat Perusahaan Merugi Akibat
Pandemi Covid-19

No Jumlah Responden Jumlah Responden Persentase
1 | Mendapatkan 6 55%
2 | Tidak Mendapatkan 5 45%
Jumlah 11 100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan
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Dari hasil tabel diatas responden yang Mendapatkan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu Pada Saat Perusahaan Merugi Akibat Pandemi Covid-19
adalah 6 (55%) dan responden yang tidak Mendapatkan Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu Pada Saat Perusahaan Merugi Akibat Pandemi Covid-19

" kewajibannya.

' A

ovi

'

&’ rja yang harus
[

2 )

oleh pengusaha yaitu
berdasarkan  peraturan.  perundang-undang: bahwa undang-undang
mengharuskan pengusaha untuk memberikan uang pesangon, uang jasa/uang

penghargaan masa kerja dan uang ganti rugi/uang penggantian hak.
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan Atas Batalnya Perjanjian

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu :

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan
mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau
keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak

atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang
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penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)
dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)
B. Saran

1. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan Atas Batalnya Perjanjian

id-19 yaitu walaupun

“RE!“‘ .@a ssan untuk

nenyebabkan
Perlindungan

gtap diwujudkan,

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) ﬂEB){BJSﬂdJﬂ&
I disay yepepe 1 udwnyo(g
N

mengalami pemutusan hubungan kerja bentuk perlindungan yang
diberikan oleh pengusaha yaitu berdasarkan peraturan perundang-
undangan bahwa undang-undang mengharuskan pengusaha untuk
memberikan uang pesangon, uang jasa/uang penghargaan masa kerja dan

uang ganti rugi/uang penggantian hak.
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